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RINGKASAN 

Muhammad Devas Syaikhul Khufat, 2026, Interaksi Sosial Dalam Tata Kelola 

Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Komunitas Informasi 

Masyarakat (Studi Dalam Upaya Peningkatan Literasi Digital di Kota 

Malang). Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si dan Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int. 

Jumlah kata (BAB 1 – BAB 6) 23985, Jumlah halaman arab 129, jumlah halaman 

romawi 17. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan literasi digital 

di masyarakat serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan komunitas dalam 

meningkatkan kapasitas digital. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 

Kota Malang dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai strategi 

memperluas jangkauan literasi digital berbasis komunitas. Permasalahan penelitian 

ini berfokus pada bagaimana interaksi antara kedua aktor tersebut dalam 

mendukung peningkatan literasi digital masyarakat. Interaksi menjadi krusial 

karena tidak hanya merefleksikan hubungan kelembagaan, tetapi juga menentukan 

kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan penyampaian informasi kepada masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif untuk menganalisis secara mendalam dinamika interaksi antara 

Diskominfo dan KIM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam 

program literasi digital. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk 

mengidentifikasi pola interaksi, bentuk komunikasi, intensitas hubungan, serta 

dinamika partisipasi dalam pelaksanaan program. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti memahami fenomena secara holistik serta mengungkap kesenjangan antara 

konsep teoritis dan praktik empiris di lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara Diskominfo dan KIM 

berlangsung secara dinamis, fleksibel, dan berbasis kebutuhan, namun cenderung 

bersifat reaktif dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Pola komunikasi yang 

terbentuk bersifat dua arah dan didukung oleh media digital, sehingga 

meningkatkan responsivitas dan efisiensi koordinasi, meskipun belum sepenuhnya 

menjamin konsistensi dan kesetaraan dalam pertukaran informasi. Intensitas 

interaksi yang fluktuatif menunjukkan bahwa hubungan antaraktor masih 

bergantung pada momentum kegiatan, sementara keberagaman bentuk interaksi 

seperti koordinasi, komunikasi langsung, dan pendampingan masyarakat 

memperkuat proses literasi digital secara kontekstual. Secara keseluruhan, 

penelitian ini menegaskan bahwa interaksi sosial yang adaptif dan partisipatif 

menjadi faktor kunci dalam peningkatan literasi digital, namun masih menghadapi 

tantangan dalam aspek konsistensi, struktur, dan keberlanjutan 

. 

Kata Kunci: interaksi sosial; literasi digital; Diskominfo; Komunitas Informasi 

Masyarakat; komunikasi; partisipasi; masyarakat digital 
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SUMMARY 

Muhammad Devas Syaikhul Khufat, 2026, Social Interaction in Collaborative 

Governance between the Department of Communication and Informatics and 

Community Information Groups (A Study on Efforts to Improve Digital 

Literacy in Malang City). Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si and Hirshi Anadza, 

S.Hub.Int., M.Hub.Int.  Word Count (CHAPTER 1 - Final CHAPTER) 23985, 

Number of Arabic pages 129, Number of Roman pages 17. 

 

This study is motivated by the persistent gap in digital literacy within society 

and the importance of collaboration between government and community actors in 

enhancing digital capacity. The Department of Communication and Informatics 

(Diskominfo) of Malang City with the Community Information Group (KIM) as a 

strategy to expand community-based digital literacy outreach. The research 

problem focuses on how the interaction between these two actors contributes to 

improving digital literacy among the public. Interaction is considered crucial as it 

not only reflects institutional relationships but also determines the quality, 

effectiveness, and sustainability of information dissemination to society. 

This study employs a qualitative approach with a descriptive research design 

to analyze in depth the dynamics of interaction between Diskominfo and KIM. Data 

collection techniques include interviews, observations, and documentation 

involving informants directly engaged in digital literacy programs. The collected 

data are analyzed systematically to identify patterns of interaction, forms of 

communication, intensity of relationships, and participation dynamics in program 

implementation. This approach enables the researcher to understand the 

phenomenon holistically and to reveal the gap between theoretical concepts and 

empirical practices in the field. 

The findings indicate that the interaction between Diskominfo and KIM is 

dynamic, flexible, and needs-based; however, it tends to be reactive and not yet 

fully institutionalized. The communication pattern is two-way and supported by 

digital media, enhancing responsiveness and coordination efficiency, although it 

does not fully ensure consistency and equality in information exchange. The 

fluctuating intensity of interaction suggests that relationships among actors are still 

dependent on program momentum, while the diversity of interaction forms—such 

as coordination, direct communication, and community assistance—strengthens the 

digital literacy process contextually. Overall, this study concludes that adaptive and 

participatory social interaction is a key factor in improving digital literacy, although 

challenges remain in terms of consistency, structural integration, and sustainability. 

 

Keywords: social interaction; digital literacy; Diskominfo; Community 

Information Group; communication; participation; digital society 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Literasi digital merupakan kemampuan individu untuk secara efektif 

mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keterampilan navigasi internet, evaluasi 

konten digital, serta partisipasi yang aman dan etis di ruang maya (Gilster, 1997). 

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Paul Gilster pada 1997, yang 

mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan 

menggunakan informasi dalam berbagai format digital, bukan hanya keterampilan 

teknis semata (Gilster, 1997).  

Di era transformasi digital saat ini, literasi digital tidak hanya penting untuk 

individu, tetapi juga menjadi fondasi bagi partisipasi sosial, ekonomi, dan politik 

yang inklusif. Ketidakmampuan dalam literasi digital dapat memperlebar 

kesenjangan digital, di mana kelompok tertentu seperti lansia atau masyarakat 

pedesaan terpinggirkan dari akses informasi dan peluang ekonomi. United Nations 

Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menekankan bahwa 

literasi digital adalah hak asasi manusia, di mana pendidikan tentangnya harus 

mencakup aspek kritis seperti keamanan online dan etika digital (UNESCO, 2021). 

Di Indonesia, literasi digital menjadi isu strategis seiring dengan ledakan 

penggunaan internet yang mencapai 215 juta pengguna pada 2023, namun indeks 

literasi digital nasional masih rendah (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
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Indonesia APJII, 2023). Kota Malang, sebagai kota pendidikan dan perdagangan di 

Jawa Timur, menghadapi tantangan unik di mana populasi mahasiswa dan 

pedagang di Kota Malang sangat bergantung pada teknologi untuk belajar dan 

bisnis. Namun, survei menunjukkan bahwa banyak warga masih rentan terhadap 

risiko seperti penyebaran hoaks dan penipuan online, yang dapat menghambat 

inovasi lokal. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah daerah 

melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki peran strategis 

dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Namun, keterbatasan jangkauan 

pemerintah dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi tantangan 

tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktor lain yang memiliki 

kedekatan dengan masyarakat di tingkat lokal. 

Dalam konteks implementasi di Kota Malang, Dinas Komunikasi dan 

Informatika (Diskominfo) berinteraksi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 

(KIM) dalam berbagai kegiatan literasi digital, seperti sosialisasi, edukasi, dan 

penyebaran informasi kepada masyarakat. Interaksi tersebut tidak hanya 

berlangsung dalam bentuk hubungan administratif, tetapi juga terjadi dalam proses 

kerja sama yang melibatkan berbagai aktor dalam penyelenggaraan program. 

Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, keterlibatan pemerintah dan komunitas 

menunjukkan adanya ruang interaksi yang memungkinkan terjadinya koordinasi 

dan pertukaran informasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara 

Diskominfo dan KIM tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berkaitan dengan 

proses interaksi sosial yang berkembang dalam praktik kolaborasi. Sebagaimana 
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yang disampaikan oleh Bapak Iswahyudi, S.T selaku ketua KIM Parsehjaya 

Kelurahan Bumiayu: 

“KIM disini hadir dalam bentuk sederhana yang gampang menjangkau 

masyarakat, kami selalu berinteraksi dengan Diskominfo mengenai berbagai 

hal dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat” (Wawancara, 10 

Desember 2025).  

 

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya keterlibatan komunitas dalam 

proses penyebaran informasi kepada masyarakat. Interaksi yang terjadi 

mencerminkan hubungan antara pemerintah dan komunitas dalam menjalankan 

fungsi komunikasi publik. Dalam kerangka tata kelola kolaboratif, kondisi ini 

menunjukkan adanya keterhubungan peran antar aktor dalam mendukung 

pelaksanaan program literasi digital. 

Berdasarkan kondisi awal di lapangan, interaksi antara Diskominfo dan KIM 

tidak selalu berlangsung dalam satu pola yang seragam. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa hubungan antara pemerintah dan komunitas tidak hanya dibentuk oleh 

struktur kelembagaan, tetapi juga oleh dinamika interaksi sosial yang terjadi di 

dalamnya. Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, interaksi tersebut menjadi 

bagian penting dalam memahami bagaimana proses kerja sama antar aktor 

berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami 

dinamika interaksi sosial dalam kerangka tata kelola kolaboratif tersebut dalam 

mendukung literasi digital masyarakat. 

KIM secara resmi mulai dikembangkan pada 2016 oleh pemerintah sejak 

diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010. Regulasi ini menempatkan KIM sebagai 

lembaga komunikasi sosial berbasis masyarakat yang dibentuk secara mandiri 
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untuk mengelola, menyebarluaskan, dan memanfaatkan informasi publik sesuai 

dengan kebutuhan lokal. Dalam kerangka ini, KIM diposisikan sebagai sarana 

pemberdayaan masyarakat yang berfungsi menjembatani arus informasi antara 

pemerintah dan warga, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Fokus utama 

kebijakan tersebut masih bertumpu pada penguatan komunikasi sosial dan 

penyebaran informasi pembangunan melalui pendekatan kelompok masyarakat 

(Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2010). 

Dalam implementasinya di daerah, pembentukan KIM mulai berkembang 

secara lebih konkret  tahun 2016 sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam 

memperluas jangkauan informasi publik hingga ke tingkat masyarakat. Pada fase 

ini, KIM berperan sebagai kelompok komunikasi yang membantu pemerintah 

dalam menyampaikan informasi pembangunan serta menjembatani kebutuhan 

informasi masyarakat. Keberadaan KIM pada periode tersebut masih cenderung 

dipahami sebagai kelompok yang berorientasi pada penyebaran informasi secara 

terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih 

bertumpu pada pola komunikasi yang relatif formal dan berbasis kelembagaan. 

Seiring dengan perubahan tata kelola pemerintahan dan meningkatnya 

kompleksitas urusan komunikasi dan informatika di era digital, pemerintah 

kemudian melakukan penyesuaian regulasi melalui Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Regulasi ini 

mencabut peraturan tahun 2010 dan menempatkan pengelolaan komunikasi publik, 

termasuk KIM, dalam kerangka urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah 
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pusat dan daerah. Dalam konteks ini, terjadi perkembangan dalam pendekatan 

pengelolaan komunikasi publik yang mulai mengarah pada keterlibatan berbagai 

aktor secara lebih luas. 

Pada perkembangan selanjutnya, tahun 2022 mulai terjadi pergeseran istilah 

dari Kelompok Informasi Masyarakat menjadi Komunitas Informasi Masyarakat. 

Perubahan ini mencerminkan adanya penyesuaian pendekatan dari pola kelompok 

yang bersifat struktural menuju bentuk komunitas yang lebih terbuka dan 

partisipatif. Dalam konteks tersebut, Komunitas Informasi Masyarakat tidak hanya 

berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian dari aktor yang 

terlibat dalam proses komunikasi dan interaksi sosial di masyarakat. Pergeseran ini 

menunjukkan adanya dinamika dalam praktik komunikasi publik yang semakin 

berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat di era digital. 

Dalam konteks implementasinya di daerah, terjadi penyesuaian istilah dari 

Kelompok menjadi Komunitas sebagai refleksi perluasan peran dan pendekatan 

yang lebih inklusif. Perubahan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa KIM 

tidak lagi dipahami semata sebagai kelompok komunikasi sosial, tetapi sebagai 

komunitas yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, berorientasi 

pada partisipasi publik, serta mendukung agenda literasi digital dan komunikasi dua 

arah antara pemerintah dan masyarakat (Kementerian Komunikasi dan Informatika 

RI, 2019; Antara News, 2023). 

Data statistik dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

pada 2021 menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia mencapai 64,8%, 

dengan Kota Malang memiliki tingkat penggunaan sekitar 70% berdasarkan data 
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lokal (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII, 2023). Namun, indeks 

literasi digital nasional hanya 3,49 dari skala 5, menunjukkan bahwa meskipun 

akses meningkat, keterampilan seperti verifikasi informasi masih rendah. Tren ini 

diperkuat oleh laporan Kementerian Kominfo RI pada 2023, yang mencatat 

peningkatan penggunaan internet sebesar 15% per tahun di daerah perkotaan seperti 

Malang, didorong oleh kebutuhan layanan daring selama pandemi.  

Di Kota Malang spesifik, Diskominfo melaporkan pada 2022 bahwa hanya 

45% penduduk memiliki keterampilan dasar literasi digital, dengan kesenjangan 

terbesar di kalangan lansia dan masyarakat pedesaan (Diskominfo Kota Malang, 

2022). Ini mengindikasikan bahwa tanpa intervensi, risiko cybercrime yang naik 

25% sejak 2021 dapat semakin parah (Kaspersky Lab, 2024). Hubungan interaksi 

Diskominfo dengan KIM di Kota Malang dimulai sejak 2022, dengan fokus pada 

program edukasi bersama seperti workshop literasi digital dan kampanye anti-

hoaks. 

Selain itu, peningkatan akses internet yang tidak diimbangi dengan 

kemampuan literasi digital yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai 

permasalahan di ruang digital, seperti penyebaran informasi yang tidak 

terverifikasi, rendahnya kesadaran keamanan digital, serta kurangnya kemampuan 

dalam memanfaatkan teknologi secara produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

kesenjangan tidak hanya terjadi pada aspek akses, tetapi juga pada aspek 

pemahaman dan keterampilan pengguna dalam mengelola informasi digital. Dalam 

konteks tersebut, diperlukan upaya yang tidak hanya bersifat top-down dari 

pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari 
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proses pembelajaran sosial. Keterlibatan aktor non-pemerintah menjadi penting 

untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas serta menyesuaikan 

pendekatan dengan kondisi sosial yang beragam. Oleh karena itu, keberadaan 

komunitas lokal seperti Komunitas Informasi Masyarakat menjadi relevan dalam 

mendukung proses penyebaran informasi dan peningkatan literasi digital di tingkat 

masyarakat. 

Grafik 1.1. Skor Indeks Masyarakat Digital (IMDI) Kota Malang 2022 – 2025 

Sumber: Pemerintah Kota Malang, 2025 

Grafik diatas menunjukkan skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 

Kota Malang mencapai 63,69, menandakan bahwa pemerintah kota telah berhasil 

mengembangkan ekosistem digital yang sangat baik. Peningkatan tersebut dipicu 

oleh sinergi antara pemerintah, komunitas, akademisi, dan dunia industri kreatif, 

yang secara bersama-menerus membangun infrastruktur, literasi, dan layanan 

digital publik.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2022 2023 2024 2025

S
k
o

r 
In

d
ek

s 
M

as
y
ar

ak
at

 D
ig

it
al

 

(I
M

D
I)

 K
o

ta
 M

al
an

g
 2

0
2

2
 -

2
0

2
5

Tahun



8 

 

 Pemantauan Indeks Masyarakat Digital (IMDI) menggunakan survei 

terhadap 18 ribu responden dan 11 ribu pelaku usaha menjadi dasar evaluasi yang 

independen dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 

sehingga hasilnya dapat dijadikan pijakan strategi digitalisasi daerah (Pemerintah 

Kota Malang, 2025). Dengan demikian, capaian ini tidak hanya menunjukkan 

kemajuan teknis, tetapi juga keberhasilan tata kelola kolaboratif yang memadukan 

teknologi, literasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam transformasi digital Kota 

Malang. Adapun skor IMDI Kota Malang menunjukkan peningkatan yang terbilang 

tinggi hingga 10,03 poin atau 19,05 persen dibanding capaian di tahun 2024. Secara 

terinci, skor capaian pada setiap pilarnya yakni 79,61 pada pilar Infrastruktur dan 

Ekosistem, 63,69 pada pilar Literasi, 57,73 pada pilar Pemberdayaan dan 46,55 

pada pilar Pekerjaan Digital (Pemerintah Kota Malang, 2025). 

Kota Malang sebagai kota pendidikan dan perdagangan di Jawa Timur 

memiliki tingkat penggunaan teknologi digital yang cukup tinggi, terutama di 

kalangan mahasiswa, pelaku usaha, dan masyarakat perkotaan. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa aktivitas pendidikan, komunikasi, dan ekonomi masyarakat 

semakin bergantung pada teknologi digital. Namun demikian, peningkatan 

penggunaan internet juga diikuti dengan berbagai tantangan seperti penyebaran 

hoaks, penipuan daring, dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam 

memverifikasi informasi digital. Berdasarkan survei Kementerian Komunikasi dan 

Informatika bersama Katadata Insight Center (KIC) tahun 2022, sebagian besar 

masyarakat Indonesia masih ragu terhadap kemampuan mereka dalam 

mengidentifikasi berita hoaks, dengan 45% responden merasa antara yakin dan 
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tidak yakin dalam membedakan informasi palsu di ruang digital. Selain itu, indeks 

keamanan digital masyarakat Indonesia juga masih tergolong rendah dengan skor 

3,12 dari skala 5, yang menunjukkan masih lemahnya kemampuan masyarakat 

dalam menjaga keamanan digital dan mengenali ancaman siber. 

Program KIM ini telah mencapai lebih dari 5.000 peserta pada 2023, menurut 

laporan Diskominfo Kota Malang, dengan evaluasi menunjukkan peningkatan skor 

literasi digital peserta sebesar 20-30%. Tren terkini dari 2023 hingga 2025 

menunjukkan bahwa interaksi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, 

tetapi juga membangun kesadaran etis tentang penggunaan digital, mengurangi 

insiden penyebaran informasi palsu di Malang. Hubungan multi-stakeholder seperti 

ini efektif di negara berkembang, karena melibatkan aktor lokal yang memahami 

konteks budaya dan sosial masyarakat (UNESCO, 2023). 

Secara mendalam, fenomena interaksi ini relevan karena literasi digital di 

Kota Malang tidak hanya tentang akses teknologi, tetapi juga tentang kemampuan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Misalnya, pedagang di 

pasar tradisional Malang kini menggunakan e-commerce, namun tanpa literasi 

digital, mereka rentan terhadap penipuan online. Diskominfo, sebagai lembaga 

pemerintah, memiliki sumber daya resmi seperti anggaran dan jaringan, sementara 

KIM menyediakan pendekatan bottom-up melalui relawan yang lebih fleksibel. 

Interaksi tersebut menunjukkan adanya potensi dalam mendukung peningkatan 

inklusi digital, dengan survei internal Diskominfo pada 2024 menunjukkan bahwa 

80% peserta program merasa lebih percaya diri dalam menggunakan aplikasi 

digital, 
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Di Kota Malang, peningkatan pengguna internet sebesar 15% per tahun, 

namun tanpa hubungan interaksi seperti ini, kesenjangan bisa memburuk (Badan 

Pusat Statistik BPS, 2024). Interaksi sosial dalam tata kelola kolaboratif antara 

Diskominfo dan Komunitas Informasi Masyarakat telah mengintegrasikan 

pendidikan literasi digital ke dalam kegiatan komunitas, seperti festival budaya dan 

acara sekolah, sehingga lebih menarik dan efektif.  

Implikasi dari dinamika interaksi antara aktor dalam konteks literasi digital 

di Kota Malang menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat perkembangan 

teknologi digital yang turut memengaruhi berbagai sektor, termasuk ekonomi dan 

sosial. Literasi digital memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam 

aktivitas ekonomi seperti penggunaan platform digital dan promosi daring. Namun 

demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti 

keterbatasan anggaran serta variasi tingkat partisipasi antar komunitas. Data dari 

Diskominfo Kota Malang pada 2023 menunjukkan adanya perubahan dalam 

laporan hoaks di beberapa wilayah sasaran, yang menjadi bagian dari dinamika 

pelaksanaan program literasi digital. 

Dalam pelaksanaannya, hubungan antara Diskominfo dan KIM menunjukkan 

adanya pembagian peran dalam proses tata kelola kolaboratif. KIM sebagai 

komunitas yang dibentuk melalui kebijakan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika hadir hingga tingkat kelurahan sebagai aktor yang berinteraksi 

langsung dengan masyarakat. Sementara itu, Diskominfo Kota Malang berperan 

sebagai fasilitator dan pembina yang mengoordinasikan pelaksanaan program 

literasi digital di tingkat daerah. Dalam konteks ini, Diskominfo bertindak sebagai 



11 

 

pihak yang mendorong, memfasilitasi, serta menyediakan dukungan program, 

sedangkan KIM merespons melalui pelaksanaan kegiatan komunikasi dan 

penyebaran informasi di lingkungan masyarakat. Hubungan tersebut menunjukkan 

bahwa interaksi sosial dalam tata kelola kolaboratif berlangsung melalui hubungan 

timbal balik antara aktor pemerintah dengan komunitas dalam mendukung 

peningkatan literasi digital masyarakat. 

Penelitian ini memiliki relevansi dengan keilmuan Administrasi Publik 

karena mengkaji hubungan antara pemerintah dan komunitas dalam pelaksanaan 

program publik melalui pendekatan tata kelola kolaboratif. Menurut Emerson dan 

Nabatchi (2015), collaborative governance merupakan bagian dari perkembangan 

administrasi publik modern yang menekankan keterlibatan multi-aktor dalam 

penyelesaian masalah publik secara kolektif. Dalam konteks ini, interaksi antara 

Diskominfo dan KIM menunjukkan praktik administrasi publik yang tidak lagi 

bersifat hierarkis, melainkan berkembang melalui jaringan kerja sama, partisipasi 

masyarakat, dan komunikasi publik. Selain itu, penelitian ini juga berkaitan dengan 

konsep governance yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini relevan 

dalam pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya pada tema 

collaborative governance. 

Berdasarkan uraian tersebut, literasi digital di Kota Malang tidak hanya 

berkaitan dengan program pemerintah, tetapi juga melibatkan hubungan antara 

pemerintah dan komunitas dalam pelaksanaannya, tetapi juga melibatkan hubungan 

antara pemerintah dan komunitas dalam pelaksanaannya. Namun demikian, 
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bagaimana bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam kerangka tata kelola 

kolaboratif antara Diskominfo dan KIM masih memerlukan kajian lebih lanjut. 

Penelitian yang secara spesifik mengkaji interaksi sosial antara pemerintah dan 

komunitas dalam konteks literasi digital di tingkat lokal masih terbatas, sehingga 

membuka ruang untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam. 

Dengan demikian, penelitian mengenai Interaksi Sosial dalam Tata Kelola 

Kolaboratif Diskominfo dengan KIM dalam upaya peningkatan literasi digital di 

Kota Malang menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk 

memberikan pemahaman mengenai dinamika interaksi antar aktor dalam kerangka 

tata kelola kolaboratif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan kajian akademik serta menjadi referensi dalam 

perumusan kebijakan yang lebih kontekstual di tingkat daerah. Situasi 

perkembangan digital yang terus berlangsung menuntut adanya pendekatan 

berbasis pemahaman empiris, sehingga penelitian ini menjadi relevan untuk 

dilakukan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perkembangan ekosistem digital di Kota Malang yang terus meningkat belum 

sepenuhnya diikuti oleh kemampuan masyarakat dalam memahami informasi dan 

menggunakan teknologi secara aman. 

Dalam konteks tersebut, upaya peningkatan literasi digital tidak hanya 

bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga melibatkan keterlibatan komunitas 

sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif. Interaksi antara Diskominfo dengan 

KIM menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan program literasi digital 
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di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

adalah bagaimana interaksi sosial dalam tata kelola kolaboratif antara Dinas 

Komunikasi dan Informatika dengan Komunitas Informasi Masyarakat dalam 

upaya peningkatan literasi digital di Kota Malang? 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis interaksi sosial 

dalam tata kelola kolaboratif antara Diskominfo dengan KIM dalam upaya 

peningkatan literasi digital masyarakat di Kota Malang.  

Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bentuk interaksi 

sosial, mekanisme pelaksanaan kolaborasi, serta proses keterlibatan aktor dalam 

penyelenggaraan program literasi digital di tingkat masyarakat. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana interaksi tersebut 

berlangsung dalam mendukung kemampuan masyarakat dalam mengakses, 

memahami, dan memanfaatkan teknologi digital secara aman dan produktif. 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

kajian Administrasi Publik, khususnya pada tema tata kelola kolaboratif, interaksi 

sosial, komunitas, dan literasi digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi 

akademik dalam memperkaya literatur mengenai dinamika interaksi antara 

pemerintah dan komunitas dalam konteks peningkatan kapasitas masyarakat di era 

digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman 
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konseptual terkait peran interaksi sosial dalam mendukung praktik tata kelola 

kolaboratif. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi:  

1. Diskominfo Kota Malang, sebagai bahan masukan dalam pengembangan dan 

penguatan pelaksanaan program literasi digital berbasis kolaborasi dengan 

masyarakat.  

2. KIM, sebagai bahan refleksi dalam mengembangkan pendekatan dan strategi 

komunikasi dalam kegiatan literasi digital di tingkat komunitas.  

3. Masyarakat, sebagai tambahan wawasan mengenai pentingnya literasi digital 

serta keterlibatan dalam proses komunikasi dan penyebaran informasi di 

lingkungan sosial..  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai interaksi sosial dalam tata kelola 

kolaboratif antara Diskominfo dan KIM dalam upaya peningkatan literasi digital 

masyarakat, diketahui bahwa hubungan kolaboratif antara kedua aktor berlangsung 

melalui pola komunikasi yang dinamis, fleksibel, dan berbasis kebutuhan lapangan. 

Interaksi yang terjalin tidak hanya dilakukan melalui mekanisme formal birokrasi, 

tetapi juga berkembang melalui komunikasi informal, koordinasi situasional, serta 

pemanfaatan media digital dalam mendukung pelaksanaan program literasi digital. 

Kondisi tersebut terlihat dari penggunaan media komunikasi seperti WhatsApp, 

koordinasi langsung antar aktor, serta keterlibatan komunitas dalam penyebaran 

informasi kepada masyarakat. Dalam praktiknya, Diskominfo berperan sebagai 

fasilitator dan pembina program, sedangkan KIM menjadi aktor yang berinteraksi 

langsung dengan masyarakat di tingkat lokal. Pola hubungan tersebut menunjukkan 

bahwa tata kelola kolaboratif yang berlangsung lebih bersifat adaptif dibandingkan 

hierarkis. 

Interaksi antara Diskominfo dan KIM berlangsung dalam pola dua arah yang 

memungkinkan adanya pertukaran informasi dan respons antar aktor secara lebih 

terbuka. Diskominfo tidak hanya memberikan arahan program, tetapi juga 

menerima masukan dan kondisi lapangan dari komunitas dalam pelaksanaan 

kegiatan literasi digital. Sementara itu, KIM tidak hanya menjalankan fungsi 

penyebaran informasi, tetapi juga berinisiatif menyesuaikan pendekatan 
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komunikasi dengan kondisi masyarakat di lingkungannya masing-masing. 

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa proses kolaborasi tidak berjalan secara 

sepenuhnya top-down, melainkan berkembang melalui hubungan timbal balik 

antara pemerintah dan komunitas. Bentuk interaksi seperti ini memperlihatkan 

adanya keterlibatan komunitas dalam mendukung pelaksanaan program publik 

berbasis literasi digital di Kota Malang. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan media digital menjadi 

bagian penting dalam mendukung proses komunikasi dan koordinasi antar aktor. 

Penggunaan media digital membantu mempercepat penyebaran informasi, 

mempermudah koordinasi kegiatan, serta meningkatkan responsivitas komunikasi 

antara Diskominfo dan KIM. Selain digunakan sebagai sarana koordinasi internal, 

media digital juga dimanfaatkan dalam pelaksanaan edukasi literasi digital kepada 

masyarakat melalui sosialisasi, penyebaran informasi, dan pendampingan 

penggunaan media digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media digital 

tidak hanya menjadi objek literasi, tetapi juga menjadi sarana utama dalam 

membangun interaksi sosial antar aktor dalam tata kelola kolaboratif. Dengan 

demikian, perkembangan teknologi digital turut memengaruhi pola hubungan dan 

komunikasi antara pemerintah dengan komunitas di tingkat lokal. 

Dalam pelaksanaan program literasi digital, keberadaan KIM sebagai 

komunitas lokal menunjukkan peran penting dalam menjangkau masyarakat secara 

lebih kontekstual. Pendekatan yang dilakukan komunitas dinilai lebih dekat dengan 

kondisi sosial masyarakat karena komunikasi berlangsung melalui lingkungan 

sosial yang telah terbentuk sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan 
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komunitas dalam kegiatan sosialisasi, edukasi penggunaan media digital, 

penyebaran informasi publik, hingga pendampingan masyarakat terkait literasi 

digital. Interaksi yang berlangsung secara langsung dan berbasis komunitas 

membantu masyarakat lebih mudah memahami informasi digital sesuai dengan 

kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, hubungan kolaboratif antara Diskominfo 

dan KIM berkontribusi dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat 

terhadap penggunaan teknologi digital secara lebih bijak dan partisipatif. 

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tata kelola 

kolaboratif antara Diskominfo dan KIM masih menghadapi beberapa tantangan 

dalam pelaksanaannya. Intensitas interaksi antar aktor cenderung fluktuatif dan 

sering bergantung pada momentum kegiatan atau program tertentu, sehingga 

hubungan kolaboratif belum berlangsung secara konsisten dalam setiap waktu. 

Selain itu, kapasitas dan tingkat partisipasi masing-masing komunitas juga berbeda-

beda, yang memengaruhi keberlangsungan pelaksanaan program literasi digital di 

masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kolaboratif yang 

berlangsung masih bersifat dinamis dan belum sepenuhnya terstruktur secara 

berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa 

keberhasilan peningkatan literasi digital melalui tata kelola kolaboratif tidak hanya 

dipengaruhi oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kualitas interaksi, 

konsistensi komunikasi, serta keberlanjutan hubungan antara pemerintah dan 

komunitas. 
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6.2. Saran 

6.2.1. Saran Praktis 

Pertama, Diskominfo perlu memperkuat mekanisme koordinasi dengan KIM 

melalui penyusunan sistem komunikasi yang lebih terstruktur tanpa menghilangkan 

fleksibilitas yang telah terbentuk. Kebutuhan ini muncul karena pola komunikasi 

yang ada saat ini cenderung situasional dan belum terstandarisasi secara sistematis. 

Fleksibilitas yang menjadi keunggulan model interaksi justru memiliki kelemahan 

berupa tingginya ketergantungan pada kondisi dan inisiatif aktor, sehingga 

berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penyampaian informasi. Penguatan 

struktur komunikasi diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada inisiatif 

individu serta meminimalisasi inkonsistensi tersebut. Di sisi lain, fleksibilitas tetap 

perlu dipertahankan agar interaksi tetap adaptif terhadap dinamika masyarakat. 

Dengan demikian, keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas menjadi kunci 

dalam meningkatkan efektivitas interaksi. 

Kedua, perlu dilakukan peningkatan kapasitas KIM secara berkelanjutan, 

baik melalui pelatihan teknis maupun penguatan kemampuan analitis dalam literasi 

digital. Temuan menunjukkan bahwa kapasitas komunitas masih belum merata, 

khususnya dalam aspek evaluasi informasi dan produksi konten digital. Model 

interaksi yang partisipatif memiliki keunggulan dalam mendorong keterlibatan 

komunitas, namun juga memiliki kelemahan berupa ketimpangan kapasitas 

antaranggota yang dapat memengaruhi kualitas penyebaran informasi. Penguatan 

kapasitas tidak hanya berfokus pada kemampuan penggunaan teknologi, tetapi juga 

pada kemampuan berpikir kritis dan komunikasi digital. Hal ini penting untuk 
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mendorong komunitas agar tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga 

agen literasi yang aktif. Dengan demikian, peningkatan kapasitas akan berdampak 

langsung pada kualitas interaksi dan efektivitas program. 

Ketiga, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi 

digital sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi dengan pendekatan 

yang lebih terintegrasi. Selama ini, penggunaan media digital masih bersifat 

fragmentaris dan belum dikelola dalam satu sistem yang terkoordinasi. Model 

komunikasi berbasis digital memiliki keunggulan dalam mempercepat arus 

informasi, namun juga memiliki kelemahan berupa ketergantungan pada 

komunikasi informal yang tidak terstruktur dan berpotensi menimbulkan distorsi 

informasi. Integrasi platform digital diperlukan untuk meningkatkan konsistensi 

pesan serta memperkuat jangkauan komunikasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi 

juga harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar informasi 

yang disampaikan dapat dipahami secara optimal. Dengan demikian, teknologi 

tidak hanya menjadi alat distribusi, tetapi juga sarana peningkatan kualitas literasi. 

Keempat, diperlukan upaya untuk menjaga kontinuitas interaksi antara 

pemerintah dan komunitas secara lebih sistematis dan tidak bergantung pada 

momentum kegiatan. Temuan menunjukkan bahwa interaksi masih bersifat 

fluktuatif dan meningkat hanya ketika program berlangsung. Model interaksi yang 

berbasis momentum memiliki keunggulan dalam meningkatkan intensitas 

partisipasi pada waktu tertentu, namun juga memiliki kelemahan berupa rendahnya 

keberlanjutan hubungan antaraktor. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya 

institusionalisasi interaksi dalam sistem sosial. Oleh karena itu, perlu dibangun 
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mekanisme interaksi yang berkelanjutan melalui agenda komunikasi yang 

terjadwal. Dengan demikian, hubungan sosial dapat terjaga dan tidak terputus 

secara periodik. 

Kelima, perlu adanya sistem dokumentasi yang lebih terstruktur dalam setiap 

bentuk komunikasi dan kegiatan literasi digital. Dominasi komunikasi informal saat 

ini menyebabkan banyak proses tidak terdokumentasi dengan baik. Model interaksi 

yang fleksibel dan informal memiliki keunggulan dalam menciptakan kedekatan 

sosial, namun juga memiliki kelemahan dalam aspek akuntabilitas dan pelacakan 

informasi. Hal ini berdampak pada lemahnya akuntabilitas serta sulitnya melakukan 

evaluasi program secara komprehensif. Sistem dokumentasi yang baik akan 

membantu dalam menjaga keberlanjutan pengetahuan dan praktik yang telah 

dilakukan. Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya berfungsi administratif, 

tetapi juga sebagai bagian dari penguatan sistem organisasi. 

6.2.2. Saran Akademik 

Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya mengkaji 

literasi digital dari perspektif interaksi sosial, tetapi juga mengintegrasikan 

pendekatan tata kelola kolaboratif secara lebih operasional dan mendalam. Hal ini 

penting karena temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara 

interaksi dua arah yang terjadi dengan prinsip kolaborasi yang ideal. Model 

interaksi yang adaptif memiliki keunggulan dalam fleksibilitas, namun juga 

memiliki kelemahan berupa belum terbangunnya struktur kolaborasi yang stabil 

dan terinstitusionalisasi. Pendekatan kolaboratif perlu diuji tidak hanya pada aspek 

komunikasi, tetapi juga pada distribusi kekuasaan, proses deliberasi, dan 
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pembentukan konsensus. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih kritis mengenai kualitas kolaborasi yang terjadi. Integrasi 

perspektif ini akan memperkuat kontribusi teoritis dalam kajian administrasi publik. 

Kedua, penelitian mendatang perlu memperluas cakupan objek penelitian 

dengan melibatkan variasi komunitas dan wilayah yang memiliki karakteristik 

sosial yang berbeda. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa pola interaksi dan 

tingkat literasi digital sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kapasitas 

komunitas. Model interaksi yang kontekstual memiliki keunggulan dalam 

penyesuaian lokal, namun juga memiliki kelemahan dalam keterbatasan 

generalisasi hasil penelitian. Perluasan objek penelitian akan memungkinkan 

identifikasi pola yang lebih komparatif dan tidak bersifat kontekstual semata. 

Dengan demikian, hasil penelitian dapat memiliki tingkat generalisasi yang lebih 

kuat. Selain itu, variasi konteks juga dapat mengungkap faktor-faktor determinan 

yang selama ini belum teridentifikasi secara mendalam. 

Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan mixed 

methods untuk mengatasi keterbatasan analisis kualitatif yang belum mampu 

mengukur tingkat literasi digital secara kuantitatif. Temuan penelitian ini 

menunjukkan adanya peningkatan literasi digital, namun belum dapat diukur secara 

terstandarisasi. Model analisis yang berfokus pada interaksi memiliki keunggulan 

dalam kedalaman pemahaman, tetapi juga memiliki kelemahan dalam pengukuran 

yang objektif dan terukur. Integrasi data kuantitatif akan memungkinkan 

pengukuran yang lebih objektif terhadap tingkat literasi, intensitas interaksi, dan 

efektivitas program. Pendekatan ini juga dapat memperkuat validitas temuan 
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melalui triangulasi data. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih 

komprehensif dan memiliki daya jelajah yang lebih luas. 

Keempat, diperlukan kajian lanjutan yang secara khusus mengkaji peran 

teknologi digital dalam membentuk pola interaksi sosial, tidak hanya sebagai alat 

komunikasi tetapi sebagai struktur yang memengaruhi dinamika hubungan sosial. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi meningkatkan kecepatan 

interaksi, tetapi sekaligus melemahkan struktur komunikasi. Model interaksi 

berbasis teknologi memiliki keunggulan dalam efisiensi, namun juga memiliki 

kelemahan dalam potensi disorganisasi komunikasi dan ketergantungan pada media 

digital. Hal ini menunjukkan adanya ambivalensi peran teknologi yang belum 

banyak dikaji secara mendalam. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi 

bagaimana teknologi membentuk pola kekuasaan, partisipasi, dan distribusi 

informasi. Dengan demikian, kajian literasi digital dapat berkembang ke arah yang 

lebih kritis dan struktural. 

Kelima, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka 

panjang literasi digital terhadap perubahan perilaku masyarakat secara lebih 

mendalam dan longitudinal. Temuan penelitian ini masih terbatas pada proses dan 

belum mampu menangkap dampak berkelanjutan. Model interaksi yang 

berorientasi pada proses memiliki keunggulan dalam dinamika implementasi, 

namun juga memiliki kelemahan dalam mengukur dampak jangka panjang secara 

sistematis.  
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